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BUPATI KUDUS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 4n TN 20009

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menimbang

a

b

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat
Undang  Nomor 27 Tahun 2009

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil
Perwakilan Daerah, dan Dewan P
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
terdir dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (hga) orang Wakil Ketua,
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diuban
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah disediakan masing-masing 1 (satu) rumah

jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan
dinas jabatan,

(1 Undang-
tentang  Maijelis

an Rakyat, Dewan
erwakilan Rakyat Daerah,

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kudus Nomor
030/342/2009  tentang Perubahan Status Rumah Dinas
Daerah Golongan | (Rumah Jabatan) Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus menjadi Rumanh
Dinas Daerah Golongan Il (Rumah Instansi), maka saat ini

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
belum disediakan rumah jabatan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau

rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati,



Venginga!

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten 3

Daerah-daerah Kabupaten dalam L'”Ukunc;::g;f ?fnbfahmkan
Tengah, - OpIngi Says
Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  1ggg

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bepae Ptfmtang
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhkdlnf}mum"
Tahun 1999 Nomor 75, i

Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keyanq:
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 286”

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik | '
Nomor 4286), d donesia

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor &
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Tambahan Lembaran Negara Regﬁiﬁ

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4721);



Menetapkan

10

1

12

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 ten
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Pe
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 4417), sebagaimana telah diubah
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4569),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dang
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575)

tang F’edoman
wakilan Rayay
sla Tahun 2004
epublik Indonesis
dengan Peraturan
g Perubahan Atag

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 98)

)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, diberikan tunjangan
perumahan sebagai berikut :

a.

b.

Ketua diberikan setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat
juta lima ratus ribu rupiah);

Masing-masing Wakil Ketua diberikan setiap bulan sebesar
Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).



Tunjangan Perumahan se
diberikan Mulai bulan November 2009

Pelaksana

an  Perat
tanggung

uran  Bupati ip;
Jawab §

ekretarig Dewan p
Kabupaten Kudus

Pasal 4

Segala biaya yang timby| sebagai ak
Bupati inj dibeban

bagaimang d

diserahkan

Ibat djt

IMmaks gy dalam Pasa 1

an s i
erwakilan Rakyat Doniadi

Daerp,

etapkannyg P
kan pada Anggaran Pend ’ Faky
Daerah Kabupaten

Kudus.

inya, memerintahkan
Peraturan Bupati inj

Kabupaten Kudus
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No Jabatan l Pagaf
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Diundangkan di Kudus
pada tanggal 10 Yovernhar 2nnn

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ADRI HUTOMO

apatan

dan Belanja

Ditetapkaq di Kudus
Pada fanggal o

NOMOR 40
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